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Abstrak
 

Penggunaan jasa penyedia tenaga kerja dalam dunia usaha semakin banyak diminati mengingat di era

sekarang banyak perusahaan yang sudah beralih menggunakan system pegawai kontrak. Hal ini juga selaras

dengan data yang menunjukan bahwa terdapat kurang lebih 100 perusahaan penyedia tenaga kerja yang

tersebar di seluruh Indonesia yang bergabung ke dalam asosiasi alih daya Indonesia. Atas transaski jasa

penyedia tenaga kerja terdapat pengenaan aspek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan

atas biaya manajemen. Dalam mekanisme pemotongan PPh 23, peran Wajib Pajak cenderung lebih dominan

dibanding peran otoritas pajak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri baik bagi Pemerintah maupun

Wajib Pajak yang bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk

mengetahui permasalahan beserta dampak yang timbul akibat adanya penerapan sistem pemotongan PPh 23

dengan studi pada sektor jasa penyedia tenaga kerja menggunakan sampel PT. XYZ sebagai perusahaan

penyedia tenaga kerja. Hasil yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur menyatakan

bahwa permasalahan yang timbul yakni terkait dengan permasalahan teknis yang disebabkan dari kesalahan

Wajib Pajak itu sendiri serta belum adanya regulasi terkait dengan sanksi penyerahan bukti potong kepada

pihak yang penghasilannya di potong PPh 23. Dampak atas permasalahan yang timbul dari  kesalahan Wajib

Pajak itu sendiri yakni dapat meningkatkan compliance cost serta memicu timbulnya double taxation yang

berimbas pada beban pajak. Belum diberlakukannya sanksi dapat mengakibatkan semakin menurunkan

kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu adanya penajaman administrasi yang memudahkan Wajib

Pajak seperti pembaharuan fitur e-Bupot serta spesifikasi dalam regulasi penerapan sistem pemotongan PPh

23 seperti pemberian sanksi atas tidak diberikannya bukti potong ke lawan transaksi.

......The use of labor provider services in the business world is increasingly in demand considering that in the

current era many companies are switching to using the contract employee system. This is also in line with

data showing that there are approximately 100 labor supply companies spread throughout Indonesia that

have joined the Indonesian outsourcing association. On top of the employment service transaction, there is

an aspect of withholding Income Tax Article 23 which is imposed on management fees. In the mechanism

of withholding PPh 23, the role of taxpayers tends to be more dominant than the role of tax authorities. This

poses a challenge for both the Government and the Taxpayer concerned. This research is a qualitative

research that aims to find out the problems and impacts that arise due to the application of the PPh 23

withholding system with a study in the labor service sector using a sample of PT. XYZ as a labor provider

company. The results obtained through in-depth interviews and literature studies state that the problems that

arise are related to technical problems caused by the Compulsory error itself, and there are no regulations

related to penalties, withholding evidence to parties whose income is deducted from PPh 23. Impact on

problems that arise from the taxpayer's own error, which can increase compliance costs and trigger the

emergence of double taxation which has an impact on the tax burden. The non-enactment of sanctions can

reduce tax obligations. Therefore, there is a need for administrative sharpening that makes it easier for
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taxpayers, such as changes to the e-bupot feature and specifications for the application of the PPh 23

withholding system, such as sanctions for not providing proof of deduction to transaction partners.


